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PERATURAN BUPATI KARANGAI.IYAR

NOMOR 61 reHLrN ZOIO
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOTT 4 TAI IUN 20 IO

TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BIIP/TTI KARANGANYAR,

: a, bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel , maka untuk

ketertiban dan kelancarannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan

Peraturan tsupau.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Caerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nrrtrror 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun 1983

l{omor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor

3262), sebagairnrna telah diubah beberapa kali, teralthir dcngan [Jndang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Llndang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nolnor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagih Pajak dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia 'fahun 
2004



Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repullik Indonesia Nomor

a38e);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tente.ng Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakirir clengan Unclang-Unclang

Nomor l2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 i,entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 454$;

6. IJndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 130, 'Iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

50ae);
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2Q07 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aTl;

8. Peraturan f)aerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tanr.rn 2008 tentang

Urusan Peinerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daeralt (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pajak Hotel (I-embaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010

Nomor 5).

MEMUTUSKA].I:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUI{JUK PELAKSANAAN

PERATT'R.AN DAERAH KABUPATEN KARANG,\NYAR NOMOR 4

TAHI,IN 2O1O TENTANG PAJAK HOTEL.

Pasal I

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4

Tahun 2010 tentang Pajak Hotel sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD, Tanda Bukti Pembayarar/SsPD,

Buku Penerimaan Pajak, STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il

Peraturan Bupati ini.



I Pasal3

peraturan Bupati ini mulai berlakuipada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuin,ya, merperintahken pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

p-enempatannya dalam Berita Daeroh Kabupaten Kuanganyar'
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NoMoR . (e,l TaVwn ,?otrt)
TANGGAL t'8 {)e-tewV<r .7a ts

PETTINIUK PELAK S ANAAN PERq,TURAN D AERAH KABUP A1' E N K AR ANG AN'/ AR

NOMCil. 4 TAHI.JN 20 10 TENTANG PAJAK HOTEI-

A UMUM

1. Peraturan Daerah Kabrrpaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak l-{otel

ciimaksudkan untuk:

a. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pr:nertiban terhadap usaha

penyelenggaraan Ilotel oleh orang pribadi atau badan di Klabupaten Karanganyar;

b. melakukan pemungutan Pajak Daerah dalam rangka peningl<atan pendapatan daerah.

2. Untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada an5ika I dan guna ketertiban

serta kemudahan pelayanan kepada masyarakai yang melakuken usaha penyelenggaraan

Hotel perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor' 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

3. Dalam Pcraturan tsupati ini vang dimaksud dengan:

a. Da.erah adalah Kabupaten Karanganyar.

b. Pemerintah Daerah adalair Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unslrr
' penyelenggara Pemerintahan Daerah.

c. Bupati adalah Bupati l{aranganyar.

d. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Karanganya.r;

e. Kepala Dinas adalah I(epala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabup at en Kar an gany ar ;

f. Badan adalah Sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik

yarrg melakukan rrsaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), atau Badal TJsaha Milik Daerah(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkr"rmpLrlan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentr-rlt

badan lainn1,6 termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

g Paiak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi

atarr badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbala.n secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



j

t.

Palak Hotel yang selanjtrtnya?apat disebut Pajak adalah Pajak Daerah atas pelayanan

yang disediakan oleh Hotel.

Hotel adalah Fasilitas pcnyedia jasa perrginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait

lainya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta

rurnah kos denga.n jumlah kamar lebih dari l0 (sepuluh).

Pet,gusaha I lotel adalah perorangan atau badan yang rncnyclcnggar akarr r-rsaha I lotcl

untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nanra pihak l,,rin yang nrenjarli

tanggungannya.

Suojek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut strbjek pajak adalah orang pribadi atau

Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak .Daerah yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atarr

Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

nlempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-'undangan perpajakan daerah,

Masa Pajak Dae,rah adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu

lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (t'ga) bulan kalender, yarrg

menjadi dasar bagi Waiib Pajak untuk menghitung, men'yetor, dan melaporkan pajak

teriltang.

l'ahun Pajak Daerah adalah jangka wrktu yang lamanyr I (satu) tahun kalender,

kecuali bila 
'Wajib 

Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahuir

kalender.

Pajak Daerah yang terutang adalah pajak yang harus dibai,ar pada suatu saat, dalarn

Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tairun Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek

dan subiek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan

pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya

Surat Pemberitah,ran Pajak Daerah, yang selanjutnya disir^gkat SPTPD adalah surat

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan, penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objeli pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan

ke''vajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan

daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingrcat SSPD, adalah bukti

pernbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajek Daerah Kurang Bayar, yang selanjrltnya disingkat SKPDKB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah

m.

p

s.



B.

C.

kredit pajak, jurnlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administratif dan jumla.h pajak yang masih harus dibayar.

t. Surat l(etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT ,adalah surat ketetapan pajak yang menentuken tambahan atas jumlah

pajak yang telah ditetapkan.

u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

kareru jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang.

v. Surat Tagihan Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dar/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

w. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, moclal,

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,

yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi

untuk periode Tahun Pajak tersebut,

x. Sulat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagiiran pajak

MASA PAJAK DAERAH

Masa pajak adalah I (satu) bulan kalender yang ditetapkan Kepala Dinas yang rnenjacli

dasar bagi lVajib Pajak untuk menghitung, menyetor, de,n melaporkan pajak terutang.

TATA CARA PENE, T,\PAN PAJAK

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

2. Petugas pada Dinas merreliti dan memvei'ifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada

angka 1 kemudian mencatat dalam kartu data.

3. Bagi v,rajib pajak beru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib

Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bukti telah terdafta-r sebagai wajib pajak;

4. Berdararkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Dinas menetapkan

pajak terutang dengan merrerbitkan Surat Ketetapan Pajak Hotel

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

l. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

2. Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendahara Khusr"rs

Penerimaan Dinas/ loketJoket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan

menggunakan SSPft.

3. Kepala. Dinas atas p3rmohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib

Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, kare:ra :

a. adanya kesulitan likuiditas wajib pajak

b. alasan lain yang dapat dipertanggungjavzabkan

D



4. permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembaya.ran sebagaimana

dimaksud pada Angka 3 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indoner;ia kepada kepala

Dinas baik sebelum atau sesudah jatuh tempo masa pajak dengan dilampiri:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. fotokopi laporan keuangan wajib pajaV dokumen lain yang menu;rjukkan kesulitan

Iikuiditas wajib pajak;

. c. dokumen pendukung lainnya. 
l

5. Penundaan Pembayaran dan pembayalarr secara angsuran pajak sebogairnana dimaksucl

angka 3 diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga sebesar 2%(dua

persen) sebulan.

6. Keputusan ierhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dikeluarkan

dalarn jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pei'nrohonan.

.,"E. TATA CARA PENGURANGAN ATAII PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

DAN PENGIJRANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

l. Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. nrengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalarn

SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahan Wajib Fajak, dan/atau

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau

STPD, yang ticiak benar.

2. Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada An5;ka 1 diajukan secara tertulis

dalam bahasa Indonesra kepada Kepala Dinas :

3. Untuk mendul<ung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada Angka I huruf a, permohonan dimaksud dilampiri

dengan:

a. fcrtokopi identitas Wajib Pajak

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanl<si administrasi dikenakan

karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Hotel tidak dapat

dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas

SKPDKB atau SI(PDKBT;dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya.

4. Untuk mendukung pernohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,

SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada Angka I huruf b, permohonan

dimaksud dilampiri denga

a. fotokopi identitas Wajib Pajak

b, dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB, SIGDN atau STPD tersehut ridak benar



c. fotokopi surat pembcritahuan pengajuan keberatan Fajak Hotel tidak dapat

dipertimbangkatr, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas

SI(PDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN;dan/atau

d. dokumen pendukung lainnya.

5. Untuk mendukung permohonan peutbatalan SKPDKII, SKPDKBT, SKPDLB,

SKPDN, atau STPD sebagaimana dirnaksud pada Angka I lnrruf b, permohonan

dimaksud dilampiri dengan :
. a. fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. dckumen pendukung yang dapat nrenunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar;danlatau

c. dokumen pendukung lainnya,

6. Keputusan terhadap permohonan pengilrangan atau penghapusan sanksi administrasi "

dan pengurangan a.tau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan berdasarkan hasil

penelitian data/dokumen, dan apabila'liperlukan dapat dilarrjutkan dengan penelitian di

laparrgan.

7. Keputusan terhadap oermohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan perrnolionan jrengurangan atar.r

penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau penrbatalan ketetapan pajak

F TATA CARA PENGEMBALI/}I PEMBAYARAN PAJAK

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pambayaran

pajak kepada Kepaf a Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alarnat Wajrb Pajak;

b. masa Paiak,

c. besarnya kelebrhan pembayaran pajak;
I

2. Kepala Dinas melakukan pemeriksaan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada Angka 1

3. Kepala Dinaidalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dirnaksud pacla

Angka l, harus menberikan keputusan.

.'G 
KRITEzuA WAJIB PAJAK DAN PENENTIJAN BESARAN OMZET SERTA TATA

CARA PEMBUKUAT\I ATAU PENCATATAN.

1. Dinas melakukan pendataan/ survey lapangan terhadap usaha hotel di wilayah daerah

. untuk menentukan Wajib Pajak

2. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembuktran atau pencatatan



I .

3. Kepala Dinas secara jabatan dapat menentukan kewajiban wajib pajak untuk

melakurkan pemb,rkuan dan pencatatan setelah dilakukan penelitian di lapangan.

4. Tatacara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaim:.na dimaksud pada angka

2 dan 3 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

5. Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatui lebih lanjut oleh Kepala

Dinas.

TATA CARA PENGHAPUSA].I PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

1. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan

sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

2. Jntuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau

tidak mungkin ditagih lagi karena kedaluwarsa, wajib dilalukan penelitian setempat

atau penelitian aciqunistrasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daeralr

3. Flasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Angka 2 harus menggambarkan keaclaan

Wajrb Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan

besarnya Piutang Pajak yang trdak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

4. Kepala Dinas setiap akhir tahun pajak menyusun Daftar Us.rlan Penghapusan Piutang

Pajak berdasarkan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksu.l pada Angka 3 untr.rk

disampaikan kepada Bupati.

5. Bupati menerbitkan I(eputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak yang

kedaluwarsa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Angka 4.

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF BAGI PETUGAS

PEMIII.{GUT.

1. Setiap petugas pemung)t pajak dapat diberikan lnsentif Pemungutan.

2. Pemberian insentif dianggaikan dalam APBD berdasarkar: realisasi pendapatan tahun

anggaran sebelumnya.

3. Pemberian insentif diberikan berdasarkan target kinerja, antara lain:

a. Tribulan +ertama 
'. 15% (lima belas persen) target tahun anggaran berjalan

terealisasi;

b. Tribulan kedua : 40% (empat puirrh persen) target tahun anggaran berjalan

terealisasi;

c. Tribulan ketiga.: 75% (tujuh puluh lima persen) target tahun anggaran berjalan

terealisasi;

d. Tribulan keempat : l00Yo (seratus persen) target tahun anggaran berjalan terealisasi.

4. Pemberian insentif diberikan paling banyak 2 (dua) kali gaji dan tr-rrrjangan petugas/

pejabat yang bersangkutan.



J. PENGAWASAN :;
1' untuk melaksanakalr Denertiban, pengawasan dan pengendalian pajak Hotel, Kepala

Dinas membentuk Tim Penertihan, Pengawasan dan pengenclalian pajak Hotel
2' Tr.rgas Tim sebagaimana dimaksrrd pacra angka I sebagai berikut:

a. nrelakukan penertiban pemungutan pajak Hotel;
b' melakukan inventarisasi penyeren ggaraanusaha hoter;
c' memantau pcnyelenggaraan usaha hotel terkait masalah pajak hotel;
d' melakukan tugas/ tindakan lain terkait pajak hoter sesuai peraturan perunclang-

undangan,

BUPATI K



PEMERINTAH KABIIPATDN KARANGANYAR
DINAS PENDAPATA. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET'DAf,RAH
Jl.I(H. Wachid Hasyim No. 2 Telp. (0271) 495066
Fax. (0271) ti491366 57713

LAMPIRAN Ii

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

Kopada Ytlr

Melati tiga
Melati dua
Mglati Satu
Ekonomi
Lainrrya

Jumlah Kanmr

N.P.W.P.D

2. Tarif dan iumlah karnar hotel :

Kamar

3. Menggur,akan kas register

4. Mengadakan pembukuan / pencatatan

di

TII ol
02
03
04
05

06
07
08
no
l 0

n
n

L Y a
2. Tidak

l .  Ya
2.Tidak

B. DIISI OLETI PENGUSAHA HOTEL

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dan awal Masa
Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan (Jumlah

pembayaran yang diterima)
c. TarifPajak (sesuai Perda)
d. Pajak Terhutang (b x c)

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang

Tg l  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  s /d  Tg l

Masa Pajak
Dasar Pengenaan (Jurnlah
pembayaran yang diterima)
Tarif Pajak (sesuai Porda)
Pajak Terhutang (b x c)

Rp.

Rp,

R p .  . . . . . . . . . . . . . .

untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)

T g l  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  s / d  T g l  . . .  . .

9"

o/
. . . . .  i o

a.
b .

d.

A. FORMAT SPTPD

NoMoR ' 'AT 'Tf-tLt,tl.t,t isnlg
TANGGAL : ,f"8 [)e,".W\rerr ,()lb

No. SPTPD
Masa Pajak
Tahun Pajak

SPTPD
(SURA T PEMBERITAHT]AN PAJAK DAERA}I)

PAJAK HOTEI,

n n llTrlr-n [I] Tl-T-l

PERHATIAN:
l. Flarap dirsi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak [-]yang tersedia untuk jawaban yang, diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserehlian kembali kepada Dinas Pendapatan, Pcngclolaan,

Keuangan dan Aset Daerah paling lambat pada tanggal tanggal 20 bulan borikutnya

Bintang lima
Bintang empat
Bintang tiga
Bintang cua
Bintang satu

Rp



Dengan menyadari sepenuhnya akan segata akibat termasuk sangsi-sangsi sesuai dengan keter.rtuan perundang-
undangan yang berlaku, saya atau yang beri F;asa menyaAkaR apa yang telah kami betritahukan tersebut diatas besefia
lamnimn-laruimnnfa adalah benar, lengkap danjelas. 

,,

C. DNSI OLEII PENGUSAEA HOTEL SELT ASSESII'ENT

J'lartm Jclas

D. DtrSI OLEE PDTUGAS PENERIMA DPPKAI)

6untln;g dlstnl -: - -

No. SPTPD

Yang Menerima

( , , . . . . . . . , , , . . . , . , . , .  )

Diterina tanggal
Nama Petugas
NIP

TANDA TERIMA

NPWPD

Nama

Alamal



B. FORMAI'SSPD

PEMERINTAII KABUPATEN KARANGAI\TYAR
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET T)AERAH
Jl. ICH. Wachirl Hasyim No. 2 Telp (0271\ 495066
Fax. (0271) 64913tr6 Karanganyar 677 13

Nama

Alamat

NPWPD

Menyetor berdasarkan *)

u n rrnrr.n fn fn]

il sxpp
f] sKPDr
n SKPDKB

D SKPDKBT

M a s a P a j a k : . , . , . . . . . .

Jenis Pajak Daerah

I srrn
fJ sPrPD ,
E SK Pembetulan

fl SK Keberatan

Tahun  i  . . . . , . . . . ;

Jumlah Setoran Paj*

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan
Kas Register tT anda Tangan

Petugas Penerima

Diterima oleh,
Petugas Tempat Pembayaran

No. Urut:

Penyetor
Tanggal

Ianda Tangan

Nama Terang

SSPD
(suRAT SOTORAN PAJAK DAERAII)

Tahun

I t ain-lain



C. FORMAT BUKU PENERIMAAN

PENERIMAAN

PEMERINTAII KABUPATEN KARANGAI{I'AR
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. ICH. Wachid Hasyim No. 2 Telp. (0271\ 495066 Fax. (0271) 6491366 Karanganyar 57713

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN f'AN PEII-YETORAN UANG
Tahun Anggaran :  . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . . . . . . . . .

B u l a n :  . . . . . . . . . . . . .

PEIYYETORAN

T a h u n . . . . . . . . . . . . .
Mengetahui,

Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karanganyar

Bendalura Khusrrs Peneri nr-a-

No Ayc,t Uraian rh bulan
ini

Jumlah s/d
bulan vll

Jumlah Vd
bulan ini Keteransen No Alat Uraian

Junlah
bulrn ini

Iumleh Vd bulan
vll

Jrrmlah s/d bulan
ini

Keterangen

JUMLAHPENERIMAAN JUMLAH PEI{YETORAN
SISA S/D BULAN TNI



Jl. f'JL Wachid Hasyim No. 2 Telp, (0271) 495066 I Tahun

D, FORMAT STPD

PEMERINTAI.I KAB IJPA TEN
KA'TANGANYAR
DIN.{S PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Fax (0271) 6491366 577t3
Nama
Alamat

STPI)
(Surat Tagilnn Pajak
ivlasa Pajak : Lt:[t-J:l__.:r

Itp

Rp
Rp3, Jqryiah yang malih halus dibayar (l + 2a)

PEBUI[labr.
l. I{anp per,5,etoran dilahrkan melalui BKP atau Kas Dasrah (Bank ...,....... ) dcngan urenggunakrut
. Surat Setoran Pajak Daeral (SSPD)

'2. 
Apabila S'I-PD ini diterima dikenakan sanksi aominisfiasi benrpa bungn scbesar 27n pcr bulan.

Kepala Dirras Pendapatan, Pcngclolaan Keuattgrrt
dan Aset Daerah

Kabupatcn Karanganyar

NIP.

-----*-Guntittg Disini---

No. STPD.
NPWPD
Nama
Alarrat

i I

' i

' .  . l

I

Dr.I'Ij. RINA

Dacrah)

' i

NPWPD
Tsl Jatuh Tem

l. Bordasarl.an Pasal l3 Peraturan Daerah Kabupaten l(aranganyar Nomor 4 Tahurr 2010 tclah dilakrrk;ur
penelitian dan / atau perneriksan atau keterangan lain atas pelaksanaan kcrvajiban :

Ayat Pajak ,[T-fT]-Tl

.  
Narna Pajak r  :  l l - l - . , ; , , , , , , , .  . . , , ,

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghiturrgau junrlah yang urasih lrarus dibal'lr
adalah scbagai bcrikut :

,n f,rrtrl-T-n mtln

|, Pajak yang kurang dibayar
2, Sanksi Adnrirristrasi

a, Bunga

ANGANYAR.

I  R A T N A N I N G S ] I I . M['lunr


